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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi
itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa $ es (dengan titik di atas)
G Jim J Je

C Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
4 Gain G Ge

o Fa F Ef




d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

° Ha H Ha

s Hamzah ) Apostrof
¢ Ya Y Ye

Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal panjang

l=2a

=3

f=j

Lﬁ‘:ai

(Y

j\zau

Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

-

il sl e ditulis

mar’atun jamilah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

Al ditulis

Syaddad (tasydid, geminasi)

fatima

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
ST} di
DAl di

tulis

tulis

Vi

rabbana

al-birr




5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
il ditulis asy-syamsu
Ja )l ditulis ar-rajulu
Bl ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
) ditulis al-gamar
ot ditulis al-badr’
Ja) ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
Jjika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / * /.

Contoh:
< yal ditulis umirtu
s ditulis syai'un.
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Terjemahan
Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik



ABSTRACT

Mukti, Zaqgi Rifta. (1217027). 2023. UNIDATED BUYING AND SALE OF
INHERITED LAND FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND
POSITIVE LAW (Study in Proyonanggan Selatan Subdistrict, Batang Regency).
Sharia Faculty Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Supervisor Teti
Hadiati, M.H.I.

In practice, unilateral buying and selling of inherited land in Proyonaggan
Village is like buying and selling in general, namely using a cash due system or
partial payment at the beginning of the contract and then paid in full at the time
determined by both parties. However, based on the results of observations,
researchers found that apart from Mr Suyitno, there was one other heir, namely
Mr Marno (Mr Suyitno's younger brother) who should have had equal rights with
Mr Suyitno, but he did not get them. Departing from this, the researcher was
interested in studying further the issue of unilateral buying and selling of
inherited land using the perspective of Islamic law and positive law.

This type of research is field research which aims to collect facts that occur
between the seller and the buyer. Apart from this, this research is also empirical
legal in nature with the aim of comparing field facts in the form of unilateral
buying and selling practices of inherited land with the applicable laws and
regulations. The primary data in this research are the results of interviews with
the seller of land who inherited unilaterally, the buyer and witnesses to the sale
and purchase as well as other heirs. Meanwhile, secondary data is a collection of
theories about buying and selling and legislation regarding buying and selling
inherited land and land certification. This research aims to determine the legal
status of unilateral buying and selling of inherited land that occurs in South
Proyonanggan Village.

The results of this research show that the sale and purchase of inherited
land that occurred in Proyonanggan Selatan Subdistrict was an act that was
against the law (by the seller) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, so
that the sale and purchase agreement was of course detrimental to the legal heirs
which resulted in a reduction in inheritance objects. Legal certainty regarding the
sale and purchase of inherited land without the consent of the heirs is guaranteed
by statutory regulations. Meanwhile, in Islamic law, the sale and purchase is
considered invalid or void, because the seller deliberately uses the property/rights
of another person and is also not transparent with the land buyer about the status
of the land he is selling.

Keywords: Buying and selling land, Islamic law, positive law.
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ABSTRAK

Mukti, Zaqqi Rifta. (1217027). 2023. JUAL BELI TANAH WARIS SEPIHAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di
Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah.
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Teti Hadiati, M.H.I.

Dalam praktiknya jual beli tanah waris sepihak di Kelurahan Proyonaggan
ini sepertihalnya jual beli pada umumnya yaitu menggunakan sistem cash tempo
atau pembayaran sebagaian diawal akad kemudian dilunasi penuh pada waktu
yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan hasil observasi,
peneliti menemukan bahwa selain bapak Suyitno masih ada satu ahli waris lainnya
yaitu bapak Marno (adik kandung bapak Suyitno) yang seharusnya mendapatkan
hak seimbang dengan bapak Suyitno, tetapi beliau tidak mendapatkannya.
Berangkat dari situla peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut perihal jual beli
tanah waris sepihak dengan mengguanakan perspektif hukum Islam dan hukum
positif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
bertujuan untuk mengumpulkan fakta yang terjadi antara pihak penjual dan
pembeli. Selain ini penelitian ini juga bersifat hukum empiris dengan tujuan
mengkomparasikn antara fakta lapangan berupa praktik jual beli tanah waris
sepihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data primer dalam
penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap pihak penjul tanah waris sepihak,
pihak pembeli dan para saksi atas jual beli tersebut selain itu juga ahli waris
lainnya. Sedangkan data sekunder berupa kumpulan teori-teori tentang jual beli
dan perundan-undangan akan jual beli tanah waris serta sertifikasi tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum atas jual beli tanah waris
sepihak yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli tanah waris yang terjadi di
Kelurahan Proyonanggan Selatan merupakan suatu perbuatan yang melawan
hukum (pihak penjual) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
sehingga perjanjian jual beli tentu saja merugikan ahli waris yang sah yang
berakibat pada berkurangnya objek waris. Kepastian hukum terhadap jual beli
tanah waris tanpa persetujuan ahli waris dijamin oleh peraturan perundang-
undangan. Sedangkan dalam hukum Islam, bahwa jual belinya dianggap tidak sah
atau batal, karena pihak penjual dengan sengaja memakan harta/ hak orang lain
dan juga tidak transparan terhadap pihak pembeli tanah akan status tanah yang
dujualnya

Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Hukum Islam, Hukum Positif.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang,
pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah
terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu Kita
dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya
hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni
seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia
memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah.
Pengertian muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh
Nizaruddin adalah, “Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat
dengan cara-cara yang telah ditentukan.”® Dalam bermuamalah ada
bermacam-macam bentuk diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa,
gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Jual-beli dapat diartikan sebagai
pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya. Islam membolehkan jual-beli
dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah

di tentukan oleh syara’.

! Nizaruddin, Figih Muamalah, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h.5.



Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.?

Allah swt melarang hamba-hambaNya yang mukmin memakan
harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari
keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’, perjudian,
dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak
seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari
larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas
dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik
mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan
maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab figih. Oleh karena itu, dalam
prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang
bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan
dalam aturan yang telah di tetapkan.

Secara singkat rukun dan syarat dalam jual beli menurut

pandangan jumhur uluma dapat diklasifikasi menjadi 4 macam syarat dan

h. 122

2 Departemen Agama RI, Al-qur’aul dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989,



rukum antara lain sighat (ijab gabul), agid (yang membuat perjanjian),
ma’qud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan dan terakhir yaitu nilai tukar
pengganti barang.?

Jual beli tanah waris di Kelurahan Proyonanggan Selatan ini
merupakan jual beli tanah waris yang tergolong sepihak. Dikatakan
sepihak karena posisi tanah waris tersebut dimiliki oleh lebih dari satu ahli
wairs yaitu bapak Suyitno dan bapak Riptoni, tetapi dijual oleh salah satu
ahli waris saja. Berdasarkan hasil temuan sementara dinyatakan bahwa
tanah waris tersebut kemudian dijual sepihak oleh bapak Suyitno tanpa
melibatkan bapak Marno (adik bapak Suyitno) dan Adapun hasil penjualan
tanah waris tersebut juga tidak diberikan sebagaiannya kepada bapak
Marno.

Mendasari dari salah satu rukun dalam jual beli yang benar
menurut syariat Islam, yaitu ma’qud ‘alaih. Ma’qud ‘alaih dalam
penelitian penulis yaitu beruapa tanah yang berstatus waris. Kemudian
ma’qud ‘alaih dikatakan dapat memenuhi syarat sahnya dalam jual beli
adalah Ketika barang/ benda (tanah) berstatus milik sendiri. Dan Ketika
posisi barang/ benda bukan milik sendiri dapat dikatakan sah apabila telah
memiliki izin oleh si pemegang hak dari barang/ benda tersebut untuk
memperjual-belikannya.

Seperti yang telah penulis sampaikan bahwa status kepemilikan

tanah waris ini masih milik bersama, tetapi dijual sepihak oleh bapak

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124



Suyitno kepada bapak Riptoni. Selain itu, secara singkat dalam praktiknya
bapak Suyitno juga kurang transparan atau bahkan dengan sengaja
mengelabuhi bapak Riptoni selaku pembeli dengan cara membuat
dokumen palsu berupa surat keterangan waris/ turun waris yang ditujukan
agar bapak Riptoni menganggap status kepemilikan hak tanah tersebut
semata-mata hanya dimiliki oleh bapak Suyitno.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik
untuk meneliti lebih lanjut guna menemukan titik terang/ jawaban dari
permasalahan tersebut baik secara hukum positif ataupun hukum Islam
atas jual beli tanah di Proyonanggan Selatan yang masih berstatus waris
yang diperjualbelikan oleh hanya salah satu ahli waris. Berdasarkan uraian
tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli
Tanah Waris Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”” (Studi di Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten
Batang).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik jual beli tanah waris sepihak di Keluruhan
Proyonaggan Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus
jual beli tanah waris sepihak yang terjadi di Keluruhan Proyonanggan

Selatan ?



C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik
jual beli tanah waris sepihak di Kelurahan Proyonanggan Selatan.

2. Bertujuan untuk mengekplorasi, mengeksplanasi dan menganalisis jual
beli tanah waris sepihak di Kelurahan Proyonanggan Selatan, menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis
maupun praktis. Secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan
reverensi bagi penelitian-penelitian yang berfokus dalam bidang jual beli
tanah berstatus waris dan secara praktis diharapkan dapat berguna bagi
para pihak; pihak penjual dan pembeli serta ahli waris lainnya yang
mempersengketakan tanah tersebut.
1. Secara Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi
dibidang hukum Islam dan hukum Positif yang berminat dalam
kajian jual beli sepihak atas tanah waris yang masih milik bersama.
b. Hasil hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan
rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian jual
beli tanah waris dalam koridor hukum Islam dan hukum Positif.
2. Secara Praktis
a. Hasil Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para paktisi

hukum syariah dan praktisi hukum umum yang menangani serta



memberikan perhatian pada kasus-kasus jual beli tanah waris milik
bersama yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris saja. Serta
bisa digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memiliki
tujuan lebih terhadap problematika jual beli tanah waris sepihak.

b. Bagi para pihak yaitu penjual, pembeli dan ahli waris lainnya yang
mempersengketakan tanah yang telah diperjualbelikan serta para
pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tolak ukur
terhadap jual beli tanah yang masih berstatus milik bersama (para
ahli waris) secara benar, baik menurut hukum Islam maupun
hukum Positif.

E. Kerangka Teori
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar
benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara
kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain
yang menerimanya dengan perjanjian ataun ketentuan yang telah
dibenarkan syara’ dan disepakti. Oleh karena itu jual beli
diperbolehkan dalam agama lIsalam ditegaskan dalam fiman Allah

SWT dalam Q.S. al-Bagarah ayat 275:
Lol adas gl d Jalg
Artinya : Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli juga dianjurkan, sebagaimana Firman Allah dalam

alQur’an surat An-Nisa: 29.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesunggguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu.

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan /jma’.
Dilihat dari aspek hukum mengenai dasar hukum jual bei, terdapat
sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

a. Al-Qur-an

150 8555 aall i Jals
Artinya : Dan Allah Menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. (QS. Al-Bagarah, ayat 275).*
Kemudian Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa’ ayat 29,
yang artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.®
b. As-shunnah
Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis Nabi

yang juga menerangkan jual beli, diantaranya :

* Al-Qur’an, Surat Al-Bagarah Ayat 275.
® Hariman Surya S, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2019), him. 116.



Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: apakah

profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:

“Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli

yang diberkati.®

Hadis di atas menyatakan usaha terbaik manusia
adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini
karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri
menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan
sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya
serta masyarakat pada umumnya.

c. Ijma’

Menurut bahasa, ijma’ adalah ketetapan dan
kesepakatan. Sedangkan menurut definisi Jumhur, ijma’
merupakan kesepakatan ulama.” Dalam ijma yang dikutip
oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: “Umat telah
sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli sejak
zaman Rasulullah hingga masa kini.” Dengan demikian
syara’ menetapkan mubahnya melakukan transaksi hingga
ada argument yang melarangnya.®

Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli

menuru Islam. Adapaun Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah

® Hariman Surya S, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah ...., h. 118

” Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1997), h. 1

® Hariman Surya S, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah.., h. 119



hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan gabul
(ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab
Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah
pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan gabul atau melalui cara
saling memberikan barang dan harga barang. Fugaha Hambali
merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan ‘agid
(para pihak) dan yang berkaitan dengan shighat, dan yang berkaitan
dengan obyek jual beli.

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-
Zuhaily mengatakan menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual
beli ada 4 yaitu:®
a. Sighat (pernyataan)

ljab dan gabul (serah terima) antara penjual dan pembeli
yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak
ada akad dan menurut ajaran figih, sighat itu wajib diucapkan
barulah sah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari sighat
(pernyataan ijab-gabul) tersebut dianggap secara diam-diam

telah diucapkan.®

® Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figih Mu’amalat, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010, hh. 71-76

1 At. Hamid, Ketentuan Figh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan
Hukum Perikatan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, h. 24.
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b. Aqid (yang membuat perjanjian)

Penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah
baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat
barang yang dijual.™*

C. Ma’qud ‘alaih (barang yang dijualbelikan).

Syaratnya harus barang jelas dan tidak semu. Barang itu
harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli
khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.*?

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting.
Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata
uang sebagai alat tukar barang.®

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang
ditentukan oleh syara™ dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap
sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan
khusus.

2. Prosedur Jual Beli Tanah
Jual Beli merupakan salah satu bentuk perdagangan yang telah
lama ada didalam masyarakat. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata,

Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu

1 sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), cet. 1, h. 159

12M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124

¥ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124
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mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik suatu kebendaan
sedangkan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Perlu diketahui, bahwa biaya akta-akta jual-beli dan lain-lain
biasanya ditanggung oleh pembeli, kecuali telah diperjanjikan
sebaliknya. Dalam kaitannya dengan biaya, ada jenis biaya
penyerahan, yaitu segala biaya yang diperlukan untuk membuat
barangnya siap untuk diangkut ke rumah si pembeli. Sedangkan
biaya pengambilan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk
mengangkut barang ke tempat si pembeli.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa perjanjian yang
menyangkut peralihan hak atas tanah seharusnya dilakukan di depan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat umum
yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah termasuk akta jual
beli tanah.Jika di daerah bersangkutan belum ada PPAT, maka
kewenangan sementara dilimpahkan kepada camat setempat. Saat
datang untuk pertama kalinya ke PPAT, AJB (Akta Jual Beli) belum
bisa langsung dibuat, karena PPAT harus mengecek keaslian
sertipikat tanah ke kantor pertanahan, penjual membayar Pajak
Penghasilan (PPh), serta calon pembeli harus melunasi Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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Adapun proses pembuatan AJB (Akta Jual Beli) tanah

dihadapan PPAT yaitu sebagai berikut:

a.

Pembuat AJB harus dihadiri oleh dua belah pihak yang akan
melakukan transaksi, penjual atau pembeli atau kuasa hukum
masing-masing yang diberi surat kuasa tertulis

Pembuat akta juga harus dihadiri minimal 2 orang saksi, dari
pihak pembeli dan pihak penjual.

PPAT terlebih dahulu harus membacakan isi akta yang akan
ditandatangani dan menjelaskan isi akta kepada semua yang
hadir saat pembuatan akta.

Apabila seluruh isi akta disetujui oleh penjual dan pembeli,
maka akta bisa ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-
saksi serta PPAT.

Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor
PPAT dan satu lembar lainnya diserahkan ke kantor
pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama)
Salinannya diserahkan kepada penjual dan pembeli, masing-

masing satu.**

% Sri Sayekti, Hukum Agraria Nasional (Bandar Lampung, 2018). 35



13

F. Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa
penelitian terdahulu/telaah pustaka yang relevan dengan masalah yang
akan diteliti dan sebagai pembatas bagi peneliti agar tidak terjadi
kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, diantaranya :

Pertama Yyaitu penelitian yang disusun oleh hartana dan kadek
dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiska VVo. 10 No. 3 Tahun
2022 dengan judul “Kajian Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Belum
Bersertifikat dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintan Nomor
24 Tahun 1997” yang menyimpulkan bahwa Berkaitan dengan perbuatan
hukum jual beli tanah terhadap tanah yang belum bersertifikat, maka jual
beli tersebut tetap dapat dilakukan dan dianggap sah menurut hukum
selama syarat-syarat jual beli yang meliputi syarat tunai, rill, terang, syarat
materiil dan syarat formil telah terpenuhi. Selain itu, jika seorang pemilik
atas sebidang tanah yang belum bersertifikat tetapi ingin mengalihkan hak
milik dengan jual beli, maka orang tersebut harus mampu menunjukkan
bukti-bukti yang membenarkan atas kepemilikannya. Bukti-bukti tersebut
dapat berupa surat segel, petok/girik, keterangan kepala desa atau yang
lainnya. Untuk jual beli atas tanah yang haknya yang belum didaftarkan

atau belum bersertifikat, maka tentu saja belum dapat didaftarkan balik
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nama di BPN, hal tersebut karena di Badan Pertanahan Nasional atas objek
tanah tersebut juga belum terdapat buku tanahnya.™

Selanjutnya vyaitu jurnal yang disusun oleh Cici Fajar Novita
dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta
PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo).” Dalam penelitiannya dapat
disimpulkan bahwa fungsi dari Akta Yang dibuat Oleh PPAT tersebut
untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak atas kepemilikan
tanah serta sebagai bukti bahwa benar telah dilakukannya perbuatan
hukum. Kemudian juga faktor-faktor yang menghambat dalam peralihan
hak atas tanah disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat
dan dimana masyarakat di wilayah kecamatan Tinombo masih sangat
berpegang teguh dengan hukum adat yang sudah berlaku secara turun
temurun, serta anggapan bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah masih
diperlukan biaya yang tinggi, tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) PP No.
24 Tahun 1997 telah diatur tentang pembiayaan Pendaftaran Tanah secara
jelas.'®

Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Jevelyn Lidyawati yang
berjudul “Keabsahan Jal Beli Tanah Yang Masih Dalam Sengketa” dalam
skripsinya dijelaskan bahwa Prosedur kepemilikan tanah utamanya
melalui jual beli, tentu saja terdapat Syarat formil yang meliputi formalitas

transaksi jual beli tersebut. Formalitas tersebut meliputi akta yang menjadi

! Hartana dan Kadek, Kajian Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat dan
Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiska Vo. 10 No. 3 Tahun 2022.

'8 Cici Fajar Novita, Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT
Wilayah Kecamatan Tinombo, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion Edisi 3 Vol. 2 Tahun 2014.
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bukti perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang membuat akta
tersebut. Dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil
jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta yang dibuat oleh
PPAT tersebut merupakan atau dikualifikasikan sebagai akta otentik.
Syarat formil dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dengan
dibuatkan akta jual beli oleh PPAT maka pada saat itu terjadi pemindahan
hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai penjual kepada pihak lain
sebagai pembeli. Namun, pemindahan hak tersebut hanyalah diketahui
oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sementara pihak ketiga
tidak mengetahui tentang adanya jual beli tersebut. Agar pihak ketiga
mengetahuinya, maka jual beli tersebut harus didaftarkan ke kantor
pertanahan setempat karena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka.
Keabsahan jual beli tanah yang masih dalam sengketa tentusaja hal
tersebut tidak dibenarkan dan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena
tidak memenuhi syarat formalitas jual beli itu sendiri serta tidak memenubhi
syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu
adanya itikad baik, sebelum melakukan Proses Jual beli Tanah hendaknya
Pihak pembeli benar-benar memastikan mengenai status tanah yang akan
dibeli.t’

Skripsi yang ditulis oleh Faizatul Khayati dengan judul “Jual Beli

Atas Tanah Sengketa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi

1 Lidyawati, Jevelyn, Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Sengketa, Skripsi yang
diPublikasikan, Surabaya: Universitas Narotama, 2017.
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Kasus di Desa Babakan, Kabupaten Banyumas)” dimana dalam
penelitiannya dijelaskan bahwa Praktik jual beli tanah yang dilakukan oleh
pemerintah Desa Babakan pada tahun 1964, terhadap objek jual beli
berupa tanah yang status hukum kepemilikannya belum jelas karena tanah
tersebut milik Negara. Kades sebagai pihak penjual dan warga masyarakat
sebagai pembeli terhadap objek tanah di sepanjang pinggiran rel kerataapi,
yang sampai sekarang belum memiliki bukti sertifikat kepemilikan tanah
namun hanya ada kuitansi pembelian tanah dari desa. Pada tahun 1981
diakui sebagai milik PT Keretaapi Indonesia berdasarkan Grondkart. Oleh
karena itu menarik untuk dikaji status Hukum jual beli tanah tersebut.
Kemudian kesimpulan bahwa penerapan Prinsip-prinsip syariah terhadap
praktik jual beli tanah di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, belum
sesuai denga Hukum Ekonomi syari’ah, karena masih terdapat unsur
Gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dapat
menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kaum muslimin
karena tidak ada Kkejelasan kepemilikan tanah yang dijual dan
menimbulkan sengketa.™®
G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-
langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih
akurat, sistematis dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini.

Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

18 Khayati Faizatul, Jual Beli Atas Tanah Sengketa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus di Desa Babakan, Kabupaten Banyumas), Skripsi yang diPublikasikan,
Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum
yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku
manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun
perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku
manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.!® Dalam
penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan sebagai acuan
untuk mencari fakta-fakta yang diambil dari hasil tindakan atau praktik
jual beli tanah waris. Sedangkan penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan
untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu
keadaan alamiah. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari
orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan
tentang suatu masalah atau kejadian.?

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan menggambarkan secara cermat karatkteristik dari fakta-fakta
(individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi
sesuatu terjadi.?* Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran,

fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar, 2010, h.280

20 |_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 26.

*1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2006), h. 10
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menjawab penelitian, kemudian menginterpretasikan seluruh obyek
penelitian.?
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Proyonanggan Selatan

Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder.
Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari objek
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan cara melakukan
observasi dan wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam
proses jual beli tanah tanah waris sepihak serta para saksi yang
kredibel antara lain saksi dari pihak pembeli dan saksi dari pihak
penjual serta pihak perangkat desa yang mengeluarkan surat turun
waris serta pihak PPAT. Sedangkan data sekunder merupakan data
pelengkap yang diperoleh dari data-data yang sudah matang baik
berupa jurnal, buku, skripsi, majalah, surat kabar atau dokumen-
dokumen lainya berupa peraturan perundang-undangan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenaranya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan
bahan-bahan kepustakaan yang berhunbungan dengan objek penelitian

yang meliputi:

*2 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2000), h. 58
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a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada
para pihak yang terlibat dalam proses jual beli tanah. Pertama yaitu
pihak penjual tanah waris yaitu bapak Suyitno, pihak pembeli
adalah bapak Riptoni dan pihak/ ahli waris lainnya yang kemudian
mempersengketakan jual beli tanah tersebut adalah bapak Rozaq
dan para pihak lainnya adalah Kepala Desa di Kelurahan
Proyonanggan Selatan yaitu bapak Mugiono.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan
pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar,
Undang-Undang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
penelitian  ini. Sumber data sekunder ini selanjutnya
dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan
secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya, agar
penulis memperoleh hasil dan analisa yang tepat dan akurat.?®

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka
memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena
yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data
dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.?*
Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan cara

langsung bersinggungan dengan pihak-pihak terkait, dengan

2% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), h. 128.
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar ..., h. 234
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harapan penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan
terarah.
b. Wawancara
Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu
kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara
langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada
responden secara lisan.”® Tujuan dari wawancara ini adalah agar
peneliti memperoleh data dan informasi yang relavan serta agar
tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih
cepat. Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai para pihak
yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah waris di Kelurahan
Proyonanggan Selatan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian penulis berupa kamera
dalam hal ini adalah hasil foto saat wawancara penulis dengan
informan penelitian, atau alat/ benda lain yang menunjang yaiyu
berupa sertifikat tanah dan juga surat keterangan turun waris milik
penjual. Dokumentasi tentang penelitian ini penulis gunakan
sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar, bukan hasil

plagiasi atau manipulasi.

%% p. JokonSubagyo, Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek, (Jakarta: PT.
RinekaCipta. 2004), h. 39.
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5. Teknik Analisa Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara),
catatan  lapangan, observasi, dokumentasi dengan  cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat
kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, vyaitu terhadap data hasil studi
pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian
yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah
yang dilakukan dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data),
data display (penyajian data), dan conclusion (penarikan kesimpulan).
Setelah itu selesai dilapangan.®®
H. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulis dan menyusun dan menyelesaikan
skripsi ini serta memudahkan para pembaca dalam menelaah isi skripsi ini,
maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab | Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang
keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan dan

kerangka berfikir, metodologi penelitian serta sistematikan pembahasan.

%6 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 89.
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Bab Il Jual Beli, meruapakan kumpulan teori jual beli dalam
hukum Islam dan hukum positif.

Bab 1l Hasli Penelitian, yang berisi pembahasan mengenai
gambaran umum Kelurahan Proyonanggan Selatan, Profil Para pihak:
penjual, pembeli dan ahli waris lainnya. Proses jual beli tanah waris
sepihak.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai
analisis praktik jual beli tanah waris sepihak dan analisis tinjauan hukum
Islam serta hukum Positif terkait jual beli tanah yang masih berstatus milik
bersama (waris) di Kelurahan Proyonanggan Selatan.

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian yang

termaktum dalam Kesimpulan dan Saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembahasan mengenai praktik jual beli tanah waris sepihak dalam
prespektif hukum Islam dan hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan

Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang), dari deskripsi dan analisis

yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya jual beli tanah waris yang terjadi di Kelurahan
Proyonanggan Selatan merupakan jual beli sepihak, dikatakan sepihak
karena objek/ tanah yang dijual oleh bapak Suyitno merupakan tanah
berstatus waris yang secara hak kepemilikannya masih milik bersama
yaitu dengan bapak Marno (adik kandung bapak Suyitno). Tetapi
Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis dinnyatakan bahwa tanah
waris tersebut dijual oleh bapak Suyitno kepada bapak Riptoni secara
sepihak tanpa melibatkan bapak Marno dan hasil dari penjualan tanah
tersebut juga tidak dibagi dengan bapak Marno.

2. Dalam hukum Islam, bahwa jual belinya dianggap tidak sah atau batal,
karena tanah waris yang diperjualbelikan tanpa melibatakan atau tanpa
persetujuan semua ahli waris, walaupun dalam proses sertifikasinya
hanya ada satu pemilik. Dalam Qs. An Nisa’ ayat (29), jual beli tanah
warisan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli

waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Ini artinya

85
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penjual haruslah pemilik dari suatu benda yang dijual tersebut. Dalam
proses jual beli tanah seharusnya pihak penjual juga harus
menyerahkan surat keterangan waris sebagai salah satu syarat jual beli
tanah warisan.

Sedangkan tinjauan hukum positif mengenai jual beli tanah waris
sepihak yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Selatan, merupakan
suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal
1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan jual
beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk
penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ahli waris yang merasa
haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan
dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan
mlawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

B. Saran

1. Dalam melakukan jual beli, khusus nya untuk penjual dalam ruang
lingkup waris, yang mana itu seharusnya melibatkan seluruh ahli waris
yang sah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Sebaiknya
warisan harus diselesaikam secara kekeluargaan untuk menghindari
sengketa waris yang berakibat menjadi tidak baiknya hubungan
kekeluargaan.

2. Untuk penjual, agar lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi jual
beli, apalagi ketika jual beli itu menyangkut dengan kewarisan, karena

ketika terjadi sesuatu akan merugikan pihak pembeli sendiri.



87

3. Notaris/PPAT dan BPN seharusnya lebih teliti sebelum dibuatkannya
akta perjanjian jual-beli tersebut. Dan untuk lurah, perangkat desa dan
camat juga agar lebih teliti lagi dalam proses pembuatan surat

keterangan waris (SKW)
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